
BUPATIKAUR 
PROVINS[ BENGKULV 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 114' TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJ A DAERAH KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 123 
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Men teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang ber sumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam rangka 
penyempumaan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kaur perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan 
Hibah dan Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Non1or 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tallun 2003 tentang Keuangan 
-~----:---- Negara (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tallun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia :ahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republzk Indonesia 

Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung ,Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Ta.inbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 13 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4!;>70); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4575); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Ta.mba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
19. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pcmerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 32 Tahun 201 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta.bun 2018 Nomor 

157); 



Menetapkan 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Nomor 09); 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, 
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

BAGIAN PERTAMA 
PENGERTIAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaur, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 

3. Bupati adalah Bupati Kaur. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur 

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan k eseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau 
sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya Segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Kaur yang dibahas 
dan disetujui bersaina oleh Pemerintahan Kabupaten Kaur dan DPRD 
Kabupaten Kaur, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaur yang 
m~laksanakan pengelolaan APBD. 



12. Organisasi Perangkat Daerah yang se!anjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/baran~. 

13. Tim /\nggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah t1m 
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati 
ctalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RJ(A-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bidang keuangan selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

15. Renca.na Kerja dan A.nggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
ru1ggaran OPD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sela.njutnya disingkat DPA-PPKD 
merupaka.n dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/bidang keuangan 
se!al{U Bendahara Umum Daerah. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggara.n OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD 
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja setiap OPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang d itentukan oleh Bupati Kaur 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada Bank yang d itetapkan. 

19 . Surat Permohonan Pembayaran yang selanju tnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen/PPTK, yang berisi 
permintaan pembayaran tagihan kepada Pemerintah Daerah. 

20. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PPKD atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan 
Dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 

21. Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang d igunakan sebagai dasar pencairan Dana yang diterbitkan oleh 
BUD/Kuasa BUD berdasarkan Surat perintah membayar (SPM). 

22. 1-libah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 
Kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaa11 daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 
urusan pemerintah daerah. 

23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pcmerintah daerah kepada indiviclu, keluarga., kelompok dan/atau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

24. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 
beJanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup daJam 
kondisi wajar. 
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25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah 
petjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 
mcncapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Repu blik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang 
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingku p Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

Pasa13 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau 
jasa. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau 
barang. 

BAB III 
HIBAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

( 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada : 

a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau; 
d. badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan yang berbadan hukum 

Indonesia 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 
untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria 
paling sedikit : 

a . peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; 
b . bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan; 
c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : 
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d. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 
pemerintah daerah untuk keperluan n1endesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan/atau; ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan; 

e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; 

dan 
f . memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal 5 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerin tah 
non kemcnterian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Pemerintah 
Kabupataen Kaur. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) hu ruf d diberikan kepada badan dan lembaga : 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau 
Bupati; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan beru pa. 
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 
keberadaannya diakui oleh pe1nerintah pusat dan/atau pemerintah 
daerah melalui pengesahan a.tau penetapan dari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya;dan 

d . koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan dan mmemenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
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(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan ke~ad~ 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau orgamsas1 

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 6 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; 
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepada desa setempat atau 

sebutan lainnya; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pcmerintahan daerah 

dan/ atau badan dan Jembaga yang berkedudukan diluar wilayah 
administrasi pemeri ntah daerah dalam rangka menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan 
hak asasi manusia; 

b. bekedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 
bersangku tan;dan 

c:. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan yaitu daerah 
Kabupaten Kaur. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 7 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat menyampaikan 
usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk surat permohonan 
dan proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala OPD dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan : 

a . keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah Kabupaten 
Kaur; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; 
c. besarnya hibah yang diusulkan. 



(4) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud_ pada a~at (2) menyampaikan hasil 

evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupatt melalu1 TAPD. 

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaiman dimaksud 
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah 

melalui Telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati. 

(1) 

(2) 

Pasal 8 

Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi 

anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

Pencantuman Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ataujasa. 

Pasal 9 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD 

(2) Hibah berupa barang danjasa dicantumkan dalam RKA-OPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan 
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja 
hibah, rincian obyek belanj a hibah pada PPKD. 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melipu ti : 

a. pemerintah pusat 
b. pemerintah Daerah lainnya; 
c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 
d. badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja. ba.ra.11g dan ja.sa 
yang diserahka:n kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

PasaI 11 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA
OPD. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 12 

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perja~jian Hibah ?ae~ah 
(NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati/atau PeJabat yang d1tunJuk 

dan penerima hibah. 
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan 

mengenai : 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah. 

Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

NPHD. 

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh kepala PPKD dan hibah 
berupa barang/jasa oleh Kepala OPD terkait selaku pengguna 
anggaran/barang. 

(5) Format NPHD sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill.a 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis 
barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan 
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah 
dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang
undangan. 

Pasal 14 

(1) Pencairan hibah sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan 
oleh PPKD setelah OPD terkait menyampaikan surat permintaan penerbitan 
SPPdan SPM 

(2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana ditnaksud pada ayat 
(1) dilampiri: 
a. nomor rekening bank penerima hibah; 
b. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD 
c. kwitansi tanda terima; 
d . nphd; 
e . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pcncapaian output apabila 

pencait'an secara bertahap; 
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f. 
g. 

proposal pencairan; dan 
· ct ketentuan peraturan perundang-penduku ng Jainnya sesuru engan 

undangan. 
Pasal 15 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka h ibah sebagaimana ctimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 16 

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah 
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait. 

Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Bupati melalui OPD terkait. 

Pasal 17 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang dan jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah 
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD 
terkait. 

Pasal 18 

Pertanggu ngjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; 
c. nphd; 
d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang / jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

Pasal 19 

( 1) Penerima hi bah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hlbah meliputi : 

a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan 
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun 
Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
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(4) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {2! huruf c disimpan 
dan dipergunakan oleh penerima h ibah selaku obyek pemenksaan. 

Pasal 20 

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dalam Tahun Anggaran berkenaan. 
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penei:una hi~ah sam~ai 
dengan akhir 'Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persed1aan dalam 

neraca. 
Pasal 21 

Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintah pada laporan realisasi angg-Man dan diungkapkan pada 
catatan atas laporan keuangan dalam penyusu nan laporan keuangann dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Forn1at konversi dan Pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa122 

{l ) Pemerintah Daerah dapat memberikan ba:ntuan sosial kepada 
anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, urusan pilihan dan 
urusan pemerintahan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Pasal 23 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
meliputi: 

a . bantuan sosial berupa uang kepada Individu , dan/ atau keluarga, terdiri atas 
bantuan sosial kepada individu dan/atau masyarakat yang direncanakan dan 
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang mengalami keadaan yang 
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud aya t (1) 
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, 
alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD; 

c. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD 
terkait; 

d. jumlah pagu usulan kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) paling 
tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan 
usulan dari calon penerima; 
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e. 

f. 

g. 

( 1 l 

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelum~ya seb~gaim~a 
dimaksud pada ayat (1) ctialokasikan untuk kebutuhan akibat res1ko sos'.al 
yang tidak dapat diperkirakan pa.da saat penyusunan APBD !ang apabll~ 
djtunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang leb1h besar bag1 
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; 
pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokas1 anggaran 
yang direncanakan sebagrumana yang dimaksud pada ayat (2); . . 
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagarnaan, dan b1dang lain 
yang berperan untuk melindunf,>i individu, kelompok, dan/atau masyarakat 
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pasal 24 

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (1) 

memenuhi kriteria paling sedikit: 

a . selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; dan 
d . sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa 
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 
melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi : 

a. memiliki identitas yangjelas; dan 
b . berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kaur. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 

a. rehabilitas sosial 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 25 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) hutuf a 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
l>e<;gra 1-Y,.ajar. 



(2) 

(3) 

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud d~am _Pasal 2~ ayat (6) huru; b 
ditujukan untuk mencegah dan menangam res1ko dan guncangan an 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c 
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yan~ 
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuh1 

kebutuhan dasarnya . 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d 
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

huru f e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
yang Iayak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan u ntuk rehabilitasi. 

Pasal 26 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima Iangsung oleh 
penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang 
yang diberikan secara Jangsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut 
usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan 
yang tidak mampu. 

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan 
kendaraan operasional untuk sekolah Iuar biasa swasta dan masyarakat tidak 
mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak 
bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 27 

(1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah 
melalui Telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati. 
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Pasal 28 

(l ) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksu~ 
dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokas1 

anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) 

l 1 l 
(2) 

(3) 

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 

Pasal 29 

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD. 

RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran bant uan sosial dalam APBD sesuai ketentuan 

peraturan peru ndang-undangan. 

Pasal 30 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak Iangsung, jenis belanja bantuan 
sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diforn1ul asikan kedalam 
program dan k egiatan, yang diura.ikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, 
obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada 
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang 
yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD. 

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 31 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA
PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA
OPD. 

Pasal 32 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 
kepu tusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD. 

{2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima 
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran 
langsung (LS). 

(4) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 
5.000.000,- (Zima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui 

___ :mek-.a!).isme tambah uang (TU). 
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(5) 

( 1) 

Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud ?ada 
dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sos1al. 

Pasal 33 

ayat [4) 

Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan 
(5) dilakukan oleh PPKD setelah OPD terkait menyampaikan Surat Permmtaan 
Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU. 

(2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilampiri: 

a . 
b. 

nomor rekening bank penerima bantuan sosial; 
fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; 
kwitansi tanda terima; 

bahwa 

C. 

d. 
e. 

proposal pencairan; dan 
pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri : 

a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial; 
b. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 

bantuan sosial yang di terima akan digunakan sesuai usulan; 
c. kwitansi tanda terima; 
d. proposal pencairan; dan 
e. pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 35 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala PPKD dengan tembusan kepada 
OPD terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD terkait. 

Pasal 36 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan 
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan 
sosial pada jenis belanja barang dan jasa dala m program dan kegiatan pada 
OPD terkait. 
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Pasal 37 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: 

a . 
b. 
c. 

d. 

usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; 
keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 
fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 
bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang 
atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. 

Pasal 38 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial 

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 1:,-esuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa 

barang. 

(3) Pertangi,rungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan J anuari Tahun 
Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana din1aksud pada ayat (2) huruf c disimpan 
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 39 

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 
Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima 
bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan 
sebagai persediaan dalam neraca. 

Pasal 40 

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diuangkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

(2) Format konv~rsi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang 
sebagaimana d1maksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 41 

(1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 
bantuan sosial ---- --- -· . ... ~ :;.s.i;.;.~· <_o~· ',tTJ,: 

- G , J. "" ... 
~SE:..,. Si ~" 



(2) 
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai 

tugas dan fungsi pengawasan. 
Pasal 42 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (2) terdapat penggunaan hibah bantuan sosial yang tidal{ sesuai dengan 
usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang 
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 43 

(1) Pelaksanaan pemberian h ibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 
2019 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD atau 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 

(2) Dalam Hal Pengelolaan Hibah dan/atau Bantuan Sosial tertentu diatur dengan 
peraturan perundang-undangan maka Peraturan pengelolaan yang d imaksud 

dikecualikan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur 
Nomor 09 tahun 2017 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kaur dicabut dan d inyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal go -Pesernb~ 2019 

I "-RE'MIAl" OJ\EiW! KABUPATEN 
8 s GI AN HU Ku •; 

J{_ BUP Tl KAUR, 1 

I 
R·~~,~ f'L'Y 

6i:Wo.~l'i•H~ ~ 
/ au 

pada tanggal 'H oe.sembe,r 2019 

SEKRE 
KABU · 

NANDAR 

RIS DAERAH 
EN KAUR, 

I 
NAO! 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: eoo 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran I : Peraturan Bupati Kaur 
Nomor 11'-f Tahun 2019 
Tanggal : 30 \7~~e,>il,c(' 2019 

USULAN/PROPOSAL HIBAH 
KOP ORGANISASI/LEMBAGA 

: 1 (satu) berkas 
: Permohonan Hibah 

.... ... ...... ... , ..... 20xx 

Kepada Yth. 
Bupati Kaur 
Di 

Tempat 

Sehubu ngan dengan upaya percepatan pembangunan dan 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/desa ........ ... di 
wilayah Kabupaten ....... .. , dan dalam rangka menunjang kegiatan 
lembaga/organisasi/pemerintah ......... ........ .... , kami mengharapkan 
kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa 
.. ............... .. .. .. .......... ........ , sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi 
kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam 
percepatan pen1banguna11 daerah dan pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan di daerah. 

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan : 
a . ... ..... ... .. ..................... ........ ........ .. .. ... ... ............ ... ...... ...... ........ ... ..... .. . 

b . .. ...... ...... ... ..... ....... ................ . .. ...... .. ... ... ..... .. ..... ....... ............ .. . ... ...... . 

c. ······· ········ · .. ··· ··· ············ ·· ........ ... ... .. .... ..... .. ..... ... .... ...... .......... .. ... ....... . 

d ... .. .... ... ... ... .. ........ ... ... .. ... .... .. .... ... ... ............ .. .... .. ... ... ..... .. ... ..... .. ...... .. . 
.. ................... dst 

Berkaitan dengari hal tersebut, kami mengharapkan kfranya 
berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah 
............................................. . sebagai bahan pertimbangan bapak, 
terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. 

Demikian permohonan kami, ata s perkenaan dan bantuan Bapak 
diucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

Pemohon 

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan) 



BAB 1. 

BAB II. 

BAB III. 

BAB IV 

BABV. 

BAB VI 

SISTEMATIKA 

PROPOSAL PERMOHONAN HlBAH 

PENDAHULUAN 

RENCANA PEMANFAATAN HIBAH 

WAKTU DAN LOKASI HIBAH 

JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN 

NlLAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH 

PENUTUP 

LAMPIRAN PENUNJANG 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran II.a : Peraturan Bupati Kaur 
Nomor II</ Tahun 2019 
Tanggal : ~ \?~l<ml,er 2019 

EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH 
DALAM BENTUK UANG 

KOP OPD TERKAIT 

: 1 (satu) berkas 
: Evaluasi Usulan/Proposal 

Hibah . .... . 

........... ... .. , ..... 20xx 

Kepada Yth. 
Bupati Kaur 
Cq. Ketua TAPD 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan usulan/ proposal hibah Nomor .. .. .... dari 

berdasarkan usulan hibah dalam bentuk uang/barang/jasa 

tersebut merupakan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan 

tugas-tugas 

Kabupaten 

pemerintahan 

.......... . , dan 

di Desa/Kelurahan .... . ...... di wilayah 

dalam rangka menunjang kegiatan 

lembaga/ organisasi/ pemerintah ····· ·· .. ····· ·· ·· ... , kami 

merekomendasikan agar kiranya dapat diberikan bantuan dalam 

bentuk hibah berupa ......................................... pada APBD tahun 

anggaran 20xx, terlampir hasil evaluasi atas usulan/proposal. 

Demikian surat rekomendasi ini, atas perkenaan dan bantuan 

Bapalc diucapkan terima kasih. 

KEPALA OPD TERKAIT, 

Nama : .... ......... ........... . 

Pangkat/ golongan 

NIP ...... .. .. .. . ...... ..... . 



No 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dst 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH 
DALAM BENTUK UANG 

NAMACALON URAIAN JUMLAH BESARAN /NILAI 
PENERIMA HIBAH USULAN HIBAHYANG 

DISETUJUI 
2 3 4 5 

KEPALA OPD ................ ..... , 

Pangkat / golongan 
NIP ........... ...... ......... . . 



No 

1 

1. 
2. 
3. 

Dst 

Lampiran !Lb: Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 11 '{ Tahun 2019 
Tanggal : 30 "'vC$emkv- 2019 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH 
DALAM BENTUK BARANG 

NAMACALON URAIAN 
PENERIMA HIBAH USULAN 

2 3 

JUMLAH REKOMENDASI 
UNIT JMLUNIT JML Ro. 

4 5 6 

KEPALA OPD ..................... , 

Pangkat/ golongan 
NIP 



Lampiran III.a : Peratura n Bupati Kaur 
Nomor : 114 Tahun 20 19 
Tanggal : 30 -pelcmb,11' 20 19 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) 
DALAM BENTUK UANG 

Pada ha ri m1 ... ......... .. ....... ...... .... .. , tanggal 
...... ..... .. .. .. ... .......... ............ bulan . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. tahun 
.... ................ ... ..... .... yang bertanda tangan dibawah ini : 

!. Natna . . .......... .... ... .. ... ....... ............... . 
NIP . ...... .............. ... ............. ... ..... . . 
Pangkat Jaba tan ................................ ............ . .. 
Unit Kerja . .... ....... ... ...... ..... ......... ... ....... .. 
Yang bertinda k untuk dan a tas nama BUPATI KAUR yang selanjutnya 
disebu t PIHAK PERTAMA. 

II. Nama . ................ .. .......... ...... ........... . 
No KTP . ..... .. ......... ........ ........ .......... ... . 
Jabatan da la.m Organisasi .... .. ........ .. ... ... ... ... ... ... ... ...... .. .. 
Alamat .... .. ...... .... ........ ... ... ..... ..... ... .. . . 
Yang bertin dak untuk dan a tas nama ... .. .......... .. ........ ....... (sekolah) 
............. ... .. . Desa/ Kelurahan .. .. ............ .... Kecama tan 
... ... ... ..... .............. .. Kabupaten ... ........ .......... yang selanju tnya. d isebut 
PIHAK KEDUA. 

Kedua belah pihak sepaka t untuk melakukan perjanjian Hibah Da.erah 
dengan ketentuan sebaga i ber ikut: 

Pasal l 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan h ibah kepada PlHAK KEDUA, berupa 
uang sebesar Rp . ... .. ..... ..... .. ( ... ... ... ... .. .... .. ... ... ... .... .. ... ...... ... .. ....... rupiah) 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ipergunakan untuk 

······· ···· ····· ········· ··· ·········· ·········· 

Pasal 2 

(1) Pencairan dana hibah d ilakukan secara triwu lanan sesuai alokasi yang 
d itetapkan. 

(2) Untuk pencairan h iba h, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada 
PIHAK PERTAMA, dengan d ilampiri: 
a . naskah Perja njian Hibah Daerah; 
b. foto copy Rekening ya ng masih aktif; 
c. surat pernyataan tanggung jawab yang m enyatakan bahwa hibah yang 

diter ima akan digunakan sesuai dengan peru ntukannya. 
(31 PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, 

segera melaksanakan kegiatan .ses uai ke ten tuan perundang-u ndangan 
yang berlaku. 



Pasal3 

{ l) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program 
dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK 
PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. 

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 4 

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK 
KEDUA, tidal{/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monito1ing atas 
penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 

(3) PIHAK Pl!:RTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila 
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana 
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar 
melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. 

Pasal 5 

(I) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), 
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga 
mempunyai kekuatan hukum sama. 

(2) Hal-ha! lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih 
lanjut dalam addendum . 

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, 

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah) 



Lampiran 11!.b : Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : uy Tahun 2019 
Tanggal : 30 ·ptsem1.e"' 2019 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHDI 
DALAM BENTUK BARANG/JASA 

Pada hari ini ..... ...... .. ... ... ..... ..... .. .. ,tanggal 
........ .. ... ... ... .. .......... .. ......... bulan ... ... ......... .. .... .. ... .... tahun 
..... ..... ... ... ... .. ... ... ..... yang bertanda tangan dibawah in i : 

I. Nama . ....... ... .. ......... ......... .............. . . 

II. 

NIP .... ... .. . .. . ........... .. . .. .. ..... ... ....... . 
Pangkat Jabatan ... .......................... .. ....... .. .... . . . 
Unit Kerja . .......... .. .. .......... ....... .. ........... .. 
Yang bertindak untuk dan a.tas nama BUPATI KAUR yang selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

Nama 
No KTP 

. 
' ............................................. . 

J abatan dalam Organisasi . ... ... .... .. .... ....... .. .......... ... ....... . 
Alamat ... ......... ... ... .... .. ... ................. .. . 
Yang bertindal{ untuk dan atas nama ......... .... .... .... .. ......... (sekolah) 
................... Desa/Kelurahan ...... .............. Keca.matan 
.............................. Kabupaten ............. ........ yang selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat untuk melalrukan perjanjian Hibah Daerah 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa 
barang sejumlah ...... .... ..... unit dengan nilai besaran Rp . .. ....... ... ... .. 
( .. ... .... . .... . ..... ... . ............. ...... ........ .. ... rupiah) 

{21 Hibah sebaga.imana. dimaksud pa.de. a.ya.t {1) dipergunakan untuk 

Pasal 2 

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam 
kondisi keadaan baik. 

(2) Penyerahan barang sebagaimana d imaksud ayat (1) disertai dengan berita 
acara serah terima barang. 

{3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilalrukan setelah 
penandatangan NPHD ini. 

Pasal 3 

( 1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan 
peruntukkan. 

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas 
penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaa.n 
yang- disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 



Pasal 4 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalan1 addendum. 

PIHAK K.EDUA, PIHAK PERTAMA, 

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah) 



Lampiran IV Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : II'{ Tahu n 2019 
Tanggal : '3C> ~t11ber 2019 

KEPUTUSAN BUPATI 
NOMOR: 188.4.45- TAHUN 20xx 

TENTANG 

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU 
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .................•. 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan 
kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat. guna perlu 
ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan 
barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di 
Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan terscbut huruf a di atas, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati Kaur tentang Daftar 
Penerima Hibah beserta Jumlah Vang dan Barang/Jasa; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor .. .. Tahun ..... 
tcntang APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 20 ... ; 

2 . Peraturan Bupati Kaur Nomor ... Tahun .... tentang Penjabaran 
APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 20 ... ; 

3. Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial); 

MEMUTUSKAN 

: DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG DAN 
BARANG/ JASA TAHUN ANGGARAN 20 ... . 

: Menetapkan daftar penerima Hibah beserta Jumlah Vang untuk 
Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Keputusan Bupati ini. 

: Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk 
Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran JI 
Keputusan Bupati ini. 

: Keputusan ini mulai ber laku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketent.uan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Bintuhan 
Pada tanggal ...................... .. 

BUPATI KAUR, 

( .......•.•............... .... ) 



No 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 

Dst 

Lampiran V Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 11'-{ Tahun 2019 
Tanggal : '30 ""\71!''.!-1!'/l'lb<f' 20 19 

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA 

NAMA CALON PENERIMA JUMLAH (Rp) 
HIBAH 

2 3 

BUPATI KAUR, 

( ....... ...••••......... .•. , 



No 

1 
1. 
2 . 
3. 
4. 

Dst 

Lampiran VI Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 1t!f Tahun 2019 
Tanggal : 'lO Pe':!rnb.er 2019 

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN 
NILA! YANG DITERIMA 

NAMACALON JUMLAH BARANG NILAI BARANG 
PENERIMA HIBAH (Rp) IRp) 

2 3 4 

BUPATI KAUR, 

( ...... ......•....•........•. ) 

··---~~--... --



Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran VII Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 119' Tahun 2019 
Tanggal : '3o '71:>R"iY\~r 2019 

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM 

: Permintaan Penerbitan 
SPP Dan 8PM Hibah 

... ............ , ·· ··· ······ ····· ··20 .. . 
Kepada Yth. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
Di 

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM 
Hibah sej umlah Rp ......... .. ( .. .... ...... ....... rupiah) yang diperuntukkan 
kepacla Lembaga/Yayasan/Organisasi ........ ..... ... yang disertai dengan 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
surat/nota permintaan ini sebagai beriku t : 

1. Nphd; 
2. nomor Rekening Bank Penerima Hibah; 
3. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 
4. kwitansi tanda terima. 
s. proposal Pencairan 
6 . pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Demikian u ntuk maklum, 

KEPALA OPD ........ ... . . 

Nip ............................ . 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 

No 

1. 

2. 

3. 

4 . Dst 

Lampiran VIII.a Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 114 Tahun 20 19 
Tanggal : 3D -pesirnb,.,- 20 19 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG 
YANG DITERIMA OLEH . ....... ... ... .. . . 

TRIWULAN: .. .................... . TA ...... ............ ...... .. . 

: Laporan Penggunaan 
Dana Hibah 

········· .. ···· , .... ... .... .... .. . 20 .. . 

Kepada Yth . 
Bupati Kaur 
Di 

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 

Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp . 

.... .. .... ............ ( .. ... ........ ........................... ...... .... .. .. rupiah). 

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan 

peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN ......... ............... . 

PENGGUNAAN JUMLAH KET 

TOTAL 

Demikian disampaikan untuk menjadi mak1um. 

Hom1at Kami, 

Penerima Hibah, 



Lampiran VIII.b Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : !llf Tahun 2019 
Tanggal : 3o 17e,;,.,,,i,.,, 2019 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

YANG DITERIMA OLEH ........ . 
TAHUN ANGGARAN ...... . 

: 1 (satu) berkas 
: Laporan Penggunaan 
DanaHibah 

.. ...... ....... , .. .. ..... ......... 20 .. . 

Kepada Yth. 
Bupati Kaur 
Di 

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 

Penggunaan Hibah sebanyak .... . unti dengan nilai Rp . .. .. .. .............. .. 

( .............. .. ..... ............... ........... ....... rupiah). 

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan 

peruntukannya. 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, 

Hormat Kami, 

Penerima Hibah, 



Lampiran IX Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : II'-/ Tahun 2019 
Tanggal : ~o \:;>tstm~(r 20 19 

SERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ JASA 

Nomor: ....................... . 

Pada hari ...... ....... tanggal . . . .. . . . . ... .. . bulan .. .. . .. . tahun..... ... .......... bertempat 
di. .. ........ ....... . Berdasarkan NHPD Nomor .. .. . .. . .. .. .. .. .. tanggal 
.................... ..... ........ ........ .. ...... dan Keputusan Bupati Kaur .. .. ...... ..... Nomor 
.............. ........ Tanggal .. ..... ........ ........ ....... .... ... ten tang hi bah barang/jasa, kami 
yang bertandatangan di bawah ini : 
1. ................................... ......... .... ............... ...... BUPATI KAUR .... / Pejabat yang 

ditunjuk yang selanj utnya disebut PIHAK PERTAMA. 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat 

... .. .. ... ............... ............. yang selanj utnya di sebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA meny erahkan barang/jasa sebany ak .... ... .... .... ................. unit 
dengan nilai sebesar Rp. .. ................. ................. .... ....... .......... ..... ( 
.. ............ .. .......... .. ......... .. .............. rupiah ) untuk dihibahkan kepada PIHAK 
KEDUA. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK PERTAMA 
BUPATJ KAUR/ 

PEJABAT YANG MEWAKILI 

( ........ .. .. ....... ......... ........... ) 

PIHAK KEDUA 
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI 

/ ANGGOTA MASYARAKAT ... 

( ............. ...... ...... .... ...... .. ) 



Lampiran X Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 11'1 Tahun 2019 
Tanggal : ¾ i>f~~,rub, ,.. 20 19 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

PENGGUNA HIBAH UANG 

Nomor : ............ . .......... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini .. , .. " .... ..... ........................ ......... .. .... .... . selal{U 
Pimpinan organisasi/Lembaga .................... ........ ........ , menyatakan 
berta.nggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan 
membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya . 

Dcmikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat, Tanggal ...... .... .... . 
Penerima hibah 

···· ·········· ···· ······· ······ ····· ···· 



Nomor 
Lamp. 
Perihal 

Lampiran XI Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : Ill/ Tahun 2019 
Tanggal : ~o ~~.,_,~,- 2019 

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL 
KOP ORGANISASI/ LEMBAGA 

1 (satu) berkas 
Pennohonan Bantuan 
Sosial 

....... . ..... .... . , ..... .... 20 ... . 

Kepada Yth. 
Bupati Kaur 
DI 

··· ····················· 

Sehubungan dengan adanya kegiatan 
.... .... ......... ............... .. ... ......... .. .... ..... , kami ................. .... ( 
Kelompok/ Anggota Masyarakat) ................. .......... ............ bermaksud 
mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat 
memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp . 
...... ...... ....... .... ...... .......... ... .. ........ ........... ............ ....... ( 
.. ......................... .. ....................... ......... .. ....... ' .. ...... .... ................. ' ... . 
rupiah ). 

Bantuan tersebut akan dipergunakan u ntuk biaya-biaya sebagai 
berikut : 
a. 
b . 
c. 
Jumlah: Rp ..... ...... ......... ....... ........... ................ .. .. 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kan1i lampirkan 
proposal kegiatan dimaksud. 

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak 
diucapkan terima kasih 

Hormat Kamj 

Pemohon 
(Kepala Kelompok/ Anggota 

Masyarakat) 

( . ...... . . .. ..... ... .... ...... ) 



BAB I. 

BAB II. 

BAB III. 

BAB IV. 

BABV. 

BAB VI. 

SISTEMATIKA 
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL 

PENDAHULUAN 

RENCANA KEGIATAN 

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

TIM/KEPANITIAAN 

PEMBIAYAAN 

PENUTVP 

LAMPIRAN PENUNJANG 



NO 

1 

Lampiran XII.a Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : II'/ Tahun 2019 
Tanggal : J,O '\>€'io.l'Ytber 20 19 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL 
DALAM BENTUK UANG 

NAMACALON URAIAN JUMLAH BESARAN/NILAI BANSOS 

PENERIMA USULAN YANG DISETUJUI 

BANSOS 
2 3 4 5 

KEPALA OPD .. .... .... , 

( ... .... .... ...... .. ...... ....... ....... ) 



NO 

1 

Lampiran XII.b Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : ll'/ Tahun 2019 
Tanggal : 30 "?e,embcl" 2019 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL 
DALAM BENTUK BARANG 

NAMACALON 
URAIAN JUMLAH REKOMENDASI 

PENERIMA 
BANSOS USULAN UNIT JML UNIT JML Rp. 

2 3 4 5 6 

KEPALA OPD .... .... .. , 

( .. .................. .. .............. ) 



Lampiran XIII Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : \I'{ Tahun 20 19 
Tanggal : ;o 'Oe~~ mb«,, 2019 

KEPUTUSAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 188.4.45- TAHUN 20:xx 

TENTANG 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

BARANG TAHUN ANGGARAN ............... . 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan 
tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial 
beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada 
penerima bantuan sosial di Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf huruf a, perlu menetapkan Daftar Peneri1na 
Bantuan SosiaI beserta Jumlah Uang dan Ba.rang dengan 
Keputusan Bupati'; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor ..... Tahun ..... 
tentang APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran .. ... ... ; 

2 . Peraturan Bupati Kaur Nomor . . .. Tahun . . . . . ten tang 
Penj abaran APBD Kaupaten Kaur Tahun Anggaran ..... .. ; 

3 . Peraturan Bupati Kaur Nomor ..... Tahun .... tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

MEMUTUSKAN 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH 
UANG ATAU BARANG TAHUN ANGGARAN ........ ..... ... . 
Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah 
Uang untuk Tahun Angga.ran sebagaimana terca.ntum dalam 
Lampiran I Keputusan Bupati Kaur ini. 
Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang 
untuk Tahun Anggaran... .. sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Keputusan Bupati Kaur ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat k ek eliruan 
dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal ... ... ...... ........ ...... .... ... . 
BUPATI KAUR 

( .. ........... ..... .. .. ) 



Lampiran XN Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : Ht./ Tahun 2019 
Tanggal : 30 1;,~~n1~" 2019 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA 

NO PENERIMA BANTUAN SOSIAL 
JUMLAH 

IR1>l 
1 2 3 

l. 
2 . 
3. 
4 . 
dst 

BUPATI KAUR, 

' ................••..•......•.• ) 



Lampiran XV Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : H'I Tahun 2019 
Tanggal : '.30 i>~enil:>•,-. 2019 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH 
DAN NILAI YANG DITERIMA 

NO PENER[MA BANTU AN SOSIAL JUMLAH NILAI BARANG (RPI 
BARANG (UNIT} 

1 2 3 4 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5 . 

DST 

BUPATI KAUR, 

( ............................ ) 



Lampiran XVI Peraturan Bu pati Kaur 
Nomor : 11'/ Tahun 2019 
Tanggal : ,c '\7csrn,i,,,,· 2019 

SURAT/ NOTA PERMINTAJ\N PENERBITAN SPP- LS DAN SPM - LS 

Nomor 
Sifat 
Lrunpiran: 
Perihal Permintaan Penerbitan 

LS dan SPM-LS Bansos 
SPP-

Bintuhan, 20 .... 

Kepada Yth, 
Pejabat Pengelolaan Keuangan 
Daernh 
Di -

Tempat 

Bersama ini kan1i sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos 

sejumlah Rp. .. .. ... (. ... ... ... . .. .. Ru piah) yang diperuntukan kepada Organisasi/ 

Masyarakat yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari surat/ nota permintaan ini sebagai berikut: 

1. nomor Rekening Bank Penerima Bansos; 

2. fakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang 

diterima akan digunakan sesuai usulan; 

3. kwitansi tanda telima; 

4 . proposal Pencairan; dan 
5. pendukung lainnya sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. 

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Demikian untuk maklum, 
Kepala OPD .... ..... .. .... . 

NIP ... .... ..... ... ............. ... .. . 



Lampiran XVII Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : II'-/ Tahun 2019 
Tanggal : '30 ve~mbe1' 2019 

SURAT/ NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-TU DAN SPM - TU 

Nomor 
Sifat 
Lampiran: 
Perihal Permintaan Penerbitan SPP

TU dan SPM-TU Bansos 

Bintuhan, 20 .. .. 

Kepada Yth, 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 
Di-

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbita.n SPP-TU dan SPM-TU 

Ban sos sejumlah Rp ... . .... ( . .. . .. .. . .. .. .. Rupiah) yang diperuntukan kepada 

Organisasi/ Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan 

lampiran Fakta integritas dari penerima bansos yang menyatakan bahwa bansos 

yag diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari surat/ nota pem1intaan ini. 

Demikian untuk maklum, 

Kepala OPD ...... ..... .... . 

··········· ·· ········ ········ ······· · 
NIP ... .. .. .. ... ... .. ....... ...... . 



Lampiran XVIII Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 114 Tahun 2019 
Tanggal : '3t> \?t.$eml?u, 2019 

LA PO RAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG 
DITERIMA OLEH ......... . 

TRIWULAN : ....... .. . T.A ........ . 

20xx 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

1 (satu) berkas 
Laporan Penggunaan Dana 
Bantuan Sosial 

Bintuhan, 

Kepada Yth, 
Bapak Bupati Kaur 
Di -

NO 
1 
1. 

2 . 
3. 

4. 

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 

Pen&:,"1.lnaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan .... . ... sejumlah 

Rp ........... , 

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai 

dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut: 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRlWULAN .. ....... . 

PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 
2 3 4 

Makan dan Minum anggota panti 
iomoo 
Pengadaan Perabot Panti Jompo 
Pemeliharaan Rumah Panti 
Jomoo 
Dst 

TOTAL 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, 

Hormat kami, 

Penerima Bantuan Sosial, 



Lampiran XIX Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 11<./ Tahun 2019 
Tanggal : ?,o pe-;c1n1blll" 2019 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSlAL BERUPA BARANG 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

YANG DITERIMA OLEH .... .. ... . 

TAHUN ANGGARAN ..... ... ...... ... . 

: 1 (satu) berkas 
: Laporan Penggunaan 

Dana Bantuan Sosial 

Bintuhan, 20 .... 

Kepada Yth, 
Bupati Kaur 
Di-

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 

Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebanyak ... .. ..... unit dengan nilai 

Rp .... .. ... .. ( . .... ... ... .... .. ... ....... .. .. .. . .. .... . ..... . Rupiah) 

Bant.uan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan 

peruntukannya 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, 

Hommt kami, 

Penerima Bantuan Sosial, 



Lampiran XX Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : \\4 Tahun 2019 
Tanggal: 30 '7e$~tv1~r 2019 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL 

NOMOR: .. ... ....... ....... .. .. . 

Yang bertanda tangan dibawah ini. ...... ........ ............ .... .. ... .. selaku Pimpinan 

Kelompok/ Anggota Masyarakat ...... .......... ... .. , menyatakan bertanggungjawab atas 

penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Kaur dan 

membuktikan penggunaan data tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat, tanggal.. .. ........... ..... ... . 

Penerima Bantuan Sosia1 .. .... ......... . 

·· ····· ····· ·· ······················· 



Lampiran XXI Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : iv-1 Tahun 2019 
Tanggal : -30 \?e~u111?ei- 2019 

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA RARANG 
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KAUR 

I. Format Laporan Realisasi Anggaran OPD: 

No Urutan 

1 
1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

1.l.4 

2 
2.1 
2.1.1 
2.2 
2.2. 1 
2.2 .2 

2 .2.3 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
OPD ...... 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
PER 31 DESEMBER 20XX 

Uraian Pagu 
An..-..-aran 

Pendaoatan 
Pendaoatan Asli Daerah 

Pendapatan Pajak Daerah 
Pendanatan Restribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
vangSah 

Jumlah 
Belania 
Belania Tidak Langsun-"' 
Bellu1ja Perrawai 
Belania Lane:sune: 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
- Hibah barang/ jasa yang 

diserahkan kepada pihak 
ketiga/ masyarakat. 

. Bantuan Sosial barang yang 
diserahkan kepada pihak 
ketiga/ masyarakat 

- Bantuan/ Jasa selain Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Belanja Modal 
Jumlah 

Surnlus / /defisit1 

II. Format Laporan Realisasi Ange:aran PPKD: 

No Urutan 

1 
1.2 
1.2. 1 
1.2.l.l 
1.2.1.2 

" 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

PER 31 DESEMBER 20XX 

Uraian Pagu 
Ano-oaran 

Pendapatan 
Dana Perimb=an 

Dana B,alri Hasil 
Dana B"ai Hasi.l Paiak 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 
Daya Alam 

Realisasi Lebih 
IKuran2I 

Realisasi Lebih 
IKuran.,.1 



1.2.2 Dana ALokasi Umum 

l.'2 .3 Dana Alokasi Khusus 

1.3 Lain-Lain Pendanatan Daerah Y"" n" Sah 

1.3.1 Pendapatan Hibah 

1.3.2 Dana Darurat 
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provi11si dan 

Pemerintah Daerah Lairulva 
l.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus 
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provi.usi atau 

Pemerintah Daerah Lainnva 
Jumlah Pendapatan 

2 Belania 
2.1 Belanja Tidak Langsung 

2.1.1 Belanja P~nawai 
2.1.2 Belanja Bnnaa 

2.1.3 Belania Subsidi 
2 .1.4 Belania Hibah 
'2.1.5 Belania Ban tuan Sosial 
2.l.6 Belania Bagi Hasil 
2 .1.7 Belania Bantua Keua11uan 
2.1.8 Belania Tidak Terdulla 
2.2.3 Be!ania Modal 

Jumlah Be!ania 
Su-lusTIDefisit. 

3 Pembiavaan Daerah 
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 
3. 1. l Pe aanSiLPA 
3 .1.2 Pencairan Dana Cad""""all 
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

dinisahkan 
3 .1.4 Penerimaan Piniaman Daerah 
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian 

Piniaman 
3.1.6 Penerirnaan Piut<>n<> Daerah 

Jumlah Penerimaan 
3 .2 Peno-e!uaran Pembiavaan Daerah 
3.2.l Pembentukan Dana Cad-orto-an 
3.2.2 Pemyataan Modal (investasi) 

Pemerintahan Daerah 
3.2.3 Pembavaran Pokok Utang 
3.'2.4 Pemberian Piniaman Daerah 

Jumlah Pen«eluaran 
Pembiavaan Neto 

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran ISiLPA 

III. Format Konsolidasi Laporau Realisasi Anggarau Pemeriutah Daerah 

KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN 
KONVERSI HIBAH BARANG DAN / ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR 

OPD 
NO URAIAN OPD 1 2 PPKD GABUNGAN 

DSB. 
1. Pendan atan 
2. Pend-onatan Asli Daerah 
3. Pendapatan Paiak Daerah X,'(X x.xx X.xx 
4. Pendanatan Restribusi Daerah XXX XXX X.xx 
5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan XXX XXX Xxx 

Daerah Yang dirnsahkan 
6. Lain-lain Pendanatan Asli Daerah Y"""" Sah XXX XXX Xxx 
7. Jumlah Pendanatan Asli Daerah XXX X."OC X.xx 
8. Dana Perimb-on"an XXX X..xx 
9. Lain - Lain Pend""natan van" Sah XXX Xxx 
10. JumlahPendapatan JOO< XXX XXX Xxx ~ 



11. Belania x.xx XXX XXX Xxx 

12. Belania Tidak L,-u,0 suna x.xx XXX XXX Xxx 

12.1 Belania Pegawai x.xx XXX XXX X.xx 

12 .2 Bunga XXX Xxx 

12.3 Hibah XXX X.xx 

12.4 Bantuan Sosial XXX Xxx 

13. Belania Laiias1.mg XXX XXX XXX Xxx 

13.l Belanja Pegawai XXX XXX XXX Xxx 

13.2 Belanja Barang da11 Jasa XXX ~xx XXX X,'{X 

- Hibah. barang/jasayang diserahkan 

-
kepada pihak ketiga/masyarakat. 
Ba11t:uan Sosial barang ya11g diserahka11 

-
kepada pihak ketiga/ma.<iyarakat 
Bantuan/Jasa selain Hibah dan 
Bantuan Sosial 

13.3 Belania Modal XXX XXX X.'XX Xxx 

14. Jumlah XXX = XX,"{ Xxx 

15. Surplus/ ( defisit) XXX X."'<X XXX X.xx 

16. Pembiayaan Daerah 
17 . Penerimaan Pembiayaan Daerah XXX X.xx 

18. Pengeluaran Pembiayaa11 Daerah XXX Xxx 

19. Pembiayaa11 Neto X.'O< .XX.x 

20. Sisa Lebih Pembiayaan An.,..,.aran /SiLPA) XXX X.-xx 

~ BUP TI KAUR,1 

'· 


